
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.308, 2020  LINGKUNGAN HIDUP. Pembiayaan Usaha Tani. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6608) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81 TAHUN 2020  

TENTANG 

PEMBIAYAAN USAHA TANI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 

91 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Usaha Tani; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     

Nomor 5433); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN 

USAHA TANI. 

  

 

 

www.peraturan.go.id



2020, No.308 -2- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya 

alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga 

kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas 

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam 

suatu agroekosistem.  

2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk 

meningkatkan kemampuan Petani untuk 

melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui 

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan 

pendampingan, pengembangan sistem dan sarana 

pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan 

luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi, serta 

penguatan kelembagaan Petani. 

3. Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga 

Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan 

Usaha Tani. 

4. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, 

mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, 

penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran 

hasil, dan/atau jasa penunjang. 

5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan 

dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha 

Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, dan/atau peternakan. 

6. Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi 

Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang 

dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui 

Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi Usaha Tani. 
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7. Kelompok Tani adalah kumpulan 

Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan 

sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan 

komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta 

mengembangkan usaha anggota. 

8. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa 

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama 

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi 

usaha. 

9. Lembaga Perbankan adalah Bank sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 

Perbankan dan Perbankan Syariah. 

10. Unit Khusus Pertanian yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah unit atau fungsi yang melayani 

Pembiayaan Usaha Tani pada Lembaga Perbankan. 

11. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal untuk 

memfasilitasi serta membantu Petani dalam 

melakukan Usaha Tani. 

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali 

kota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Pertanian. 

 

Pasal 2 

(1) Pembiayaan Usaha Tani diberikan kepada: 

a. Petani; dan 

b. Badan Usaha Milik Petani. 
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(2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan: 

a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak 

memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling 

luas 2 (dua) hektare; 

b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha 

budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas                                

2 (dua) hektare; dan/atau 

c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala 

usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 huruf (b) merupakan lembaga ekonomi 

Petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya 

dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. 

(4) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berbentuk koperasi atau badan usaha 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan                  

perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Usaha Tani meliputi Usaha Tani tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 

 

Pasal 4 

Usaha Tani terdiri atas kegiatan: 

a. sarana produksi; 

b. produksi/budi daya; 

c. penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran 

hasil; dan/atau 

d. jasa penunjang. 
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BAB II  

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN USAHA TANI 

 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani 

Menteri menyusun kebutuhan indikatif Usaha Tani. 

(2) Kebutuhan indikatif Usaha Tani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam 

penyusunan rencana kebutuhan Usaha Tani. 

(3) Kebutuhan indikatif Usaha Tani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan satuan 

usaha dan/atau luasan tanam per hektare. 

 

Pasal 6 

(1) Petani dan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan rencana 

kebutuhan Usaha Tani kepada Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. rencana kebutuhan permodalan; dan 

b. skema pengembalian. 

(3) Rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman 

pada kebutuhan indikatif sebagaimana dimaksud 

dalam    Pasal 5 ayat (2). 

(4) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memberikan rekomendasi kepada 

Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

mengajukan permohonan Pembiayaan Usaha Tani.  

 

Pasal 7  

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya memberikan pendampingan dalam 

pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani kepada Petani 

dan/atau Badan Usaha Milik Petani. 
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